
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 
BERBASIS SU BERDAYA LOKAL DI KABUPATE TASIKMALAYA 

Menimb g 

Mengingat 

E GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI T SIKM AY, 

a, bahwa dalam rangka mewujudkan penganeka g an 
konsums ' pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan 
pan an untuk pen'ngka tan kualitas sumberdaya manusia an 
pelestarian sumber daya a a melalui berbagai upaya se ara 
sistematis dan terin tegrasi, telah 'tetapkan P raturan 
Presiden Nomor 22 Tahu 2009 ten tang Kebijakan Perce atan 
Penganekaragamart Konsumsi Pangan Berbasis Sutnb rdaya 
Lokal; 

b, hwa pengane agam ko msi pangan basi potensi 
10k d ' abu aten Tasikmalaya el m 0 ti al, yang 
diin 'kasikan deng bel m p angan 

c. bahwa dalam rangka me 0 nya n ediaan 
aneka ragam pangan berbasis poten si 10k- 1 sebagaimana 
dimaks d pada per' ba gan u a huruf b , perlu 
dite ap Perat ran Bu ati T si alaya tentang Percepatan 
Penganekaragam n Konsums' Pangan Berbasi umberdaya 
Lokal di abupaten Ta ikmalaya; 

1, Un an -Undang Nom r 17 Tahu 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembar'- Negar e ublik In one ia Tahun 2003 
Nomo 47, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ; 

2, Undang-Undang omor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Neg ra (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



2 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan (Umbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 ten tang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254); 

8. Peraturan Pemerintah omor 28 Tahun 2004 ten tang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4424); 

9 . Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan 
Pembagian 

emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupa en/Kota (Lembaran egara epublik In donesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

11 . Peraturan Presiden ornor 83 Tah n 2006 tentang Dewan 
Ketahanan Pangan; 

12 . Peraturan Presiden Nomor 22 Tahu n 2009 tentang Kebijakan 
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumberdaya Lokal; 

13. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran Menteri Dalam 
Negeri Nom or 59 T hun 2007 ten tang Perubahan atas 
Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelo aan Keu angan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PermentanjOT.140j 
10 j 2009 tentang . Gerakan Percepatan Penganekaragarnan 
Konsurnsi Pangan Berbasis Surnberdaya Lokal; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pernerintahan Kabupaten Tasikmalaya; 

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009, tentang 
Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Tasikmalaya. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERCEPATAN 
PENGANEKA-RAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS 
SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bu pati Tasikmalaya. 

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Bagian adalah Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Tasikmalaya. 

6 . Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi J awa 
ara t. 

7. Tim Teknis adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati Tasikmalaya dan 
mempu nyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 
percepa tan penganekaragarnan konsu msi pangan berbasis sumberdaya lokal. 

8. Percepatan penganekaragaman konsu m si Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 
adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalarn 
melaksanakan percepatan penganekaraga an konsu msi pangan berbasis 
sumberdaya lokal meliputi perencanaa n, pelaksanaan, mon itoring, evaluasi, 
pengendalian , dan pengangguran. 

9. Konsu msi Pangan adalah makanan atau minuman yang di kon su msi oleh 
manusia u ntu k memenuhi kebutuhannya . 

10. Penganekaragaman Konsu m si Pangan adalah Proses Pemilihan pangan yang 
di konsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap 
bermacarn - macam bahan pangan. 

11. Pemangku Kepentingan adalah individu a tau kelompok yang menerima 
darnpak baik langsung mau pu n f da k langsung dari su a tu kegiatan, 
termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemarnpuan untuk 
mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut. 

12. Pangan Beragam , Bergizi, Berimbang, Arnan dan Hala l adalah aneka ragarn 
bahan pangan yang arnan, baik, su mber karbohidrat, protein maupun 
vitamin dan mineral, yang apabila d i konsumsi dalam jumlah yang seimbang 
dapat memenuhi kecu an gizi yang di anju rkan. 

13. Keamanan Pangan adalah kondis' dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda 
lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. 

14. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok 
pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun 
relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun 
keragarnannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya ekonomi 
agama, dan cita rasa. 
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15. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin dan mineral yang di produksi serta dikembangkan sesuai dengan 
potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat. 

16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 
atau me10da tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 

17. Subtitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber 
karbohidrat yang berasal dari umbi - umbian dan sumber bahan pangan 
lainnya. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal2 

(1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola 
pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal. 

(2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
umberdaya lokal adalah: 

berbasis 
konsumsi 

berbasis 

a. menurunkan konsumsi beras seba gai bahan pangan pokok masyarakat 
yang di iringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan 
hewani, kacang - kacangan serta u mbi - umbian . 

b. men ingkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi 
pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal. 

c. mengembangkan teknologi penge10laan pangan, khususnya untuk umbi -
umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status so sial - ekonomi 
serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi - umbian. 

d. men ingkatkan sosialisasi dan advokasi Pola Pangan Harapan regional 
kepada pemangku kepentingan agar u paya pencapaian sasaran skor Pola 
Pangan Harapan bagi penduduk Tasikmalaya dapat tercapai. 

Bagian Kedua 
Sa saran 
Pasa13 

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya 
lokal adalah: 
a. Tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada Tahun 2011; dan 
b. Tahap II yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015. 

BABIII 
S RATE I 

Pasa14 

Strategi percepatan penganekaragaman onsumsi pangan berbasis sumberdaya 
lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan 
serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. 



BABIV 
TATA LAKSANA KEGIATAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal5 
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Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 
sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam 
wadah koordinasi Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah, selaku 
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pasa16 

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsum si pangan berbasis 
sumberdaya lokal diselenggarakan melalu' kegiatan : 
a. internalisasi penganekaragaman kon umsi pangan, dan 
b . pengembangan bisnis dan industri pangan. 

Pasal 7 

Pelaksaan intemalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana 
dimaks d pada Pasal 6 huruf a, di fokuskan pada : 

a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 

b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaranj awareness kepada aparat dan 
masyarakat untuk percepatan pe c patan penganekaragaman konsumsi 
pangan berbasis sumberdaya lokal; 

C. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rang a menghimbau dan mengajak 
aparat dan masyarakat u ntuk melaksanakan percepatan penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis umberdaya 1 

d. pendidikan konsumsi pangan beragam , bergizi, berimbang, aman dan halal 
melalui jalur p ndidikan non formal ntuk seluruh lapisan ma syarakat, 
khususnya kelompok wanita dan kader - kader PKK tingkat desa dalam 
pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan u ntuk mengubah 
perilaku agar bersedia dan ma pu melaksanakan pen ganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis sumberd ya lokal; 

e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga d remaja, terutama ibu hamil, ibu 
menyusui, dan wanita u sia subur ten tang manfaat mengkonsumsi pangan 
yang beragam, bergizi, berimbang, arnan, dan halal; 

f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan; 

g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran 
untuk memproduksi dan menyedi an aneka ragarn yang arnan berbasis 
sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan,. 
Permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan 
maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal; 

h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan 
terhadap pengalahan aneka pangan berbasis sumberdaya laka1; dan 
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1. pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok 
masyarakat yang di nilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam 
menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 

Pasa18 

Pelaksanaan Pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pad a kegiatan : 

a . fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/ gabungan kelompok tani 
untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri 
pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya loka1; 

b . penerapan standar mutu dan keamanan pangan; 

c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan 
bisnis pangan lokal; dan 

d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia u saha di bidang 
pangan berbasis sumberdaya lokal; 

Bagian Ketiga 
Tim Teknis 

Pasal9 

(1) Untuk memudahkan pe1aksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis 
Kabupaten dengan keanggotaan terd iri dari Satuan KeIja Perangkat Daerah 
yang m enangani ketahanan pangan di Tingkat Kabupaten Ta sikmalaya. 

(2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan 
penganekaragaman konsu msi pan gan berbasis su mberdaya lokal. 

(3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iketu ai oleh 
Kepala Bagian se1aku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten . 

(4) Dalam melaksanakan tu gasnya, Ketu a Tim Teknis Kabupaten bertanggung 
jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. 

(5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bup ti. 

(6) Integrasi dan sinkronisasi keg·atan serta percepatan penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara 
terkoordinasi melalu i Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan 
Kecamatan. 

Bagian Keempat 
Rapat K ordinasi 

Pasal l 0 

(1) Tim Teknis se bagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi 
paling kurang 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu - waktu apabila 
diperlukan, yaitu untuk : 
a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 
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b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan 

c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul 
dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
berbasis sumberdaya lokal; 

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Ketua 
Tim Teknis. 

(3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka 
dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah 
Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya. 

(4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Organisasi 
Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasalll 

Pembiayaan yang diperlu kan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, di bebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan 
sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VI 
MONITORING DAN PENGENDALIAN 

Pasal 12 

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan u n tuk mempermudah pelaksanaan 
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di 
Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali 
dalam 1 (sa tu) tahun, dan dilakukan melalui koordinas· oleh Dewan Ketahanan 
Pangan Kabu pa ten Tasikmalaya . 

BAB II 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 13 

( 1) Tim Tekn is melaksanakan evalu as· terhadap pelaksanaan percepatan 
penganekaragaman konsumsi p gan. 

(2) Kepala Bagian elaku Ketua Tim Teknis menyampaikan selu ruh laporan 
pelaksanaan percepatan penganekaragaman kon su msi pangan berbasis 
sumberdaya lokal kepada Bu pa ti selaku Ke u a Dewan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Tasikmalaya secara periodik palin g kurang 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun. 

(3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi 
penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan 
industri pangan. 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 2 ~ oJ tmi 201 3 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

~ :/19 
\tl:. DLr,kDIR 

Pembina Utama Muda 
IP .. 196 112 17 198305 1 01 

Ditetapkan di Singapama 
pada tanggal 24 Juni 2013 

! BUPATI TASIKMAL~YAI 

\ - ---I--. 
'~ -.;:: ~ 

If UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KA UPATE AS MALAY AH N 2013 NOMOR 11 


